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DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

WILAYAH BANDUNG

Bahwa untuk mempercepa ttercapainya peningkatan Pelayanan
Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan
Pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik,dan guna mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
Penyelenggaraan Pelayanan,setiap penyelenggaraan
pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tulungagung tentang Standar Pelayanan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 nomor 246) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 1950 tentang
berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan
Reformasi Birokras iNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini ;

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah UPT PSDA Bandung

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA
dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh
Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh pimpinan, penyelenggara, aparat
pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik ;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 30 Oktober 2024

KEPALAUPT PENGELOLAAN SUMBER
AIR BANDUNG

SEKO S JWANDI ST, MM
oMWY Penata Tk.|

NIP.197002022010011004



STANDAR PELAYANAN

UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TULUNGAGUNG

PELAYANAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

WILAYAH BANDUNG

Jenis Pelayanan : 1. Pengelolaan Sumber Daya Air

A. Service Delivery

No. Unsur

Standar Pelayanan

1. | Persyaratan

1.Tersedia petugaspelayananlapangan
2.Petugas mampu memahami prosedur pelayanan

3.Memiliki rencana SOP dan SP (jika ada)

2. | Prosedur

1.Menyampaikan permohonan / Pengaduan secara lisan
Maupun tertulis ( surat rekomendasi dari pihak terkait /
desa) pada petugas pelayanan dari UPT PSDA Bandung

2.Permohonan di proses oleh bagian pelayanan UPT PSDA
Bandung

3.Peninjauan Lokasi permohonanmaupunpengaduan oleh
Tim teknis UPT PSDA Bandung

4 Pembuatan peta dan gambar Lokasi serta meneruskan /
melaporkanke Dinas (Bidang SDA)

5.selesai

3. | Waktu Pelayanan

1 Hari

4. | Biaya/ tarif

Gratis (Tidak dipungut biaya)

5. | Produk pelayanan

Pengelolaan Sumber Daya Air

6. | Penanganan pengaduan

Telp. 085649811673

Email : pasuryandani85

B. Manufacturing

1. | Dasar Hukum

1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik

2.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/kota

3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun




2016 tentangPerangkat Daerah

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi BirokasiNomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instans iPemerintah

5.Peraturan Daerah KabupatenTulungagung Nomor 2 Tahun
2023 Tentang perubahan keempat Atas peraturan Daerah
nomor 20 tahun 2016 tentangpembentukan dan susunan
pekangkat Daerah KabupatenTulungagung

6.Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2022
Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi
serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tulungagung

7.Perda Tulungagung No.9 Tahun 2021 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah

Sarana dan prasarana

1.Alat Ukur
2.Peralatan ke OP an
3.Komputer

4 Printer

Jumlah pelaksana

Sesuaikebutuhan

Kompetensi pelaksana

1.Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2022
Tentangkedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi
serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang KabupatenTulungagung

2.Teliti dan Cermat

3.Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Pengawasan internal

Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai pelaksana,
Jabatan Fungsional tertentu sampai dengan Struktural

Jaminan pelayanan

Jika terjadi pelanggaran terhadap standart pelayanan yang
dilakukan oleh pelaksanaan pelayanan maka akan diberikan
teguran lisan, teguran tertulis, dan seterusnya oleh atasannya
sesuai bobot pelanggaran yang dilakukan

Jaminan keamanan dan

keselamatan pelayanan

Pelayanan dilaksanakan didalam dan di luar ruangan kantor
UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bandung

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan 1 bulan sekali




STANDART PELAYANAN PUBLIK
UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah landasan bagi penyusun dan
penerapan kebijakan Negara yang demokratis. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah
yang baik, bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance tidak selalu berjalan mulus, terdapat kendala-
kendala yang harus ditanggulangi Bersama oleh Pemerintah dan Masyarakat, serta

peningkatan Upaya-upaya yang perlu dilakukan guna semakin meningkatkan kesejahteraan
Masyarakat.

Sejak dari dalam kandungan sampai ke liang lahat seseorang tak bias lepas dari
urusan pelayanan publik. Mulai dari persoalan administrasi kependudukan, Kesehatan,
Pendidikan, maupun urusan penghidupan lainnya. Undang-undang dasar 45 telah

mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap
warganegaranya.

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan passal 1 Ayat (1) Undang-undang
nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan public merupakan kegiatan atau rangkaian dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan
‘bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang , jasa dan/atau pelayanan
administrative yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian
tersebut, kegiatan pelayanan public telah di atur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang
dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan

kesejahteraan Masyarakat.

Pemenuhan kebutuhandasar dan kesejahteraan Masyarakat menjadi tujuan utama
kegiatan pelayanan publik yang di atur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat
pemerintah. Pelayanan public memiliki 4 (empat) tujuan, yakni memberikan Batasan dan
hubungan yang jelas terkait hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak
dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik lebih rinci lagi,
Undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara maupun
pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 kewajiban penyelenggara dalam
menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi salah satunya adalah
melaksanakan pelayanan sesuai standart pelayanan.

Komponen standart pelayanan public ini didesain untuk memberikan akses informasi
seluas-luasnya kepada publik sehingga Masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan
dasar yang mengarah kepada kesejahteraan Masyarakat. Disamping itu, dengan
terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisi Tindakan -tindakan
administrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penudaan berlarut dan
sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi.




Adanya standar pelayanan public memberikan keterbukaan akses informasi kepada
masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan
jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta
menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dengan terpenuhnya
standar pelayanan public tersebut, harapannya hanyalah mewujudkan Indonesia menjadi
welfare state yang dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme
pemerataan terhadap kesejangan yang ada.

Standar Pelayanan menjadi salah satu bentuk nyata bagi peningkatan mutu
pelayanan. Adanya Standar Pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan
untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam
Standar Pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan,
prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biayaserta proses pengaduan, sehingga petugas
pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan.
Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan
kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa
pelayanan.Standar Pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transapansi dan
akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu
dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan
yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sejurus dengan hal tersebut, Undang-Undang juga mengatur hak
masyarakat/pengguna pelayanan publik.Salah satunya, masyarakat berhak untuk
mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Hak inilah yang menjadi bekal bagi masyarakat
untuk mengawal dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik.Tanpa pengaturan
hak ini pun, sebenarnya fungsi pengawasan pelayanan public telah melekat kepada
masyarakat.Ini dikarenakan sumber pembiayaan pelayanan public yang diselenggarakan
oleh pemerintah merupakan hasil pajak yang disetorkan masyarakat sehingga secara
otomatis masyarakat memiliki andil dan peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penataan kelembagaan pemerintah secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan
daerah yang diharapkan dapat mendukung kelancaran dalam pelayanan masyarakat dan
pengembangan daerah. Penyempurnaan ketatalaksanaan secara makro terutama yang
menyangkut mekanisme dan tata kerja organisasi, pemerintah serta prosedur pelayanan
umum.Peningkatan kualitas dan profesionalis meaparatur pemerintah serta moralitas dapat
menunjukkan sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara dan dalam
upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas,paradigm pelayanan publik
berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan
(customerdrivengovernment) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut (1) lebih memfokuskan
dii kepada fungsi pengaturan, melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi
berkembangnya kondisi yang kondusif bagi kegiatan pelayanan oleh Masyarakat; (2) lebih
memfokuskan diri pada pemberdayaan Masyarakat, sehingga Masyarakat mempunyai rasa
memiliki yang tinggi terhadap fasilitas pelayanan yang telah dibangun Bersama; (3)
menerapkan system kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan public tertentu, sehingga



Masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas; (4) terfokus pada pencapaian

denganvisi, misi, tujuan dan sasaran berorientasi pada hasil (outcome) yang sesuaid engan
input yang digunakan; (5) lebihmeng utama kanapa yang diinginkan oleh Masyarakat; (6)
pada hal tertentu, pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan; (7) lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan

pelayanan; (8) lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan; (9)

menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.

Pola pelayanan public dapat dibedakan dalam 5 (lima) macam, antara lain:

1.

Pola pelayanan teknis fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh
satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas,fungsi dan kewenangannya;

- Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara

tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi
Pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan;

. Pola pelayanan satu atap adalah pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada

satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing;

. Pola pelayanan terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh satu

instansi pemerintah yang bertindak selaku coordinator terhadap pelayanan instansi

pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang
bersangkutan;

. Pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi

dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang dan
bersifat on-line, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas

pelanggan.




Beberapa prinsip dibawah ini diharapkan dapat dipahami dan diaktualisasikan dalam

mengelola pelayanan publik, antara lain:

1. Sederhana.
Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah
diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat
maupunpenyelenggara.

2. Partisipatif.
Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk
membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil
kesepakatan.

3. Akuntabel.
Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapa tdilaksanakan dan
Dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

4. Berkelanjutan.
Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh Masyarakat.

5. Transparansi
Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau
semua Masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak Lokasi geografis, dan perbedaan
kapabilitas fisik dan mental.

Dengan menerapkan standar pelayanan public dengan baik,diharapkan
penyelenggaraan pelayanan public dapat menghasilkan kepuasaan masyarakat sebagai
pihak yang menerima pelayanan.Dalam penyelenggaraan pelayanan publik,penyelenggara
dituntut untuk menerapkan prisnsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena
orientasi dari pelayanan public adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan
pelayanan sesuai denganapa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan
masyarakat.

Besar harapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tulungagung dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart yang sudah
ditetapkan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan optimal




VISI MISI PELAYANAN

VISI PELAYANAN;

1. Terwujudnya pelayanan kesejahteraan social yang terpadu dan berkualitas

MISI PELAYANAN;

1 Meningkatkan kualitas layanan publik

2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan

3 Mewujudkan inovasi pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian
kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standart Pelayanan. Maklumat Pelayanan berisi

pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar

Pelayanan;

Maklumat pelayanan diDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Dengan ini kami sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar

pelayanan;

2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban

dan akan melakukan perbaikan terus menerus;

3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila

pelayanan yang di berikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 30 Oktober 2024

KEPALA UPT PENGELOLAAN
SUMﬁERDAYA AIR BANDUNG
ATENTY
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